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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di sektor
perekonomiannya. Perkembangan yang pesat dibidang ekonomi ini
menimbulkan berbagai bentuk kerjasama bisnis yang beraneka ragam, dengan
adanya perkembangan di sektor ekonomi ini akan menimbulkan dampak
positif, yaitu semakin terbukanya peluang bagi masyarakat untuk melakukan

kegiatan ekonomi.

Perkembangan suatu zaman senantiasa diikuti dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan bisnis, sehingga mendorong munculnya perubahan
di berbagai bidang kehidupan. Teknologi diciptakan dan dikembangkan untuk
membantu kelangsungan dan kenyamanan kehidupan manusia. Teknologi juga
dimanfaatkan menjadi sarana untuk mempermudah dalam menjalankan sebuah

bisnis.

Bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan
penjualan ataupun pembelian barang maupun jasa yang bertujuan untuk
mencari atau mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk bisnis yang
memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang adalah bisnis dibidang

perhotelan yang berbasis jaringan hotel.

Bisnis atau usaha hotel menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Nomor 53 Tahun 2013 tentang Standar Usaha Hotel adalah

usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan,



yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan
hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh
keuntungan. Dalam Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan juga merumuskan pengertian usaha hotel adalah salah satu
bagian dari usaha pariwisata yang memberikan layanan berupa penyediaan

akomodasi beserta pelayanan makanan dan minuman kepada para wisatawan.

Banyaknya hotel yang tersebar di Indonesia menciptakan ketatnya
persaingan usaha dibidang perhotelan. Guna untuk meningkatan perkembangan
hotelnya, pihak hotel memiliki berbagai upaya yaitu mulai dari melakukan
promosi secara luas baik melalui promosi media, advertising, dan mengadakan
event atau ikut serta melakukan kerjasama dengan aplikasi booking online,
hingga melakukan perjanjian kerjasama dengan jaringan hotel yang
menggunakan model manajemen dan franchise. Franchise atau yang dalam
Bahasa Indonesia Waralaba adalah sebuah konsep pemasaran yang bertujuan
untuk memperluas jaringan usaha secara cepat. Salah satunya jaringan hotel
yang sedang berkembang di Indonesia saat ini yang menggunakan model usaha
waralaba adalah PT.OYO Rooms Indonesia atau yang sering dikenal dengan

OYO (On Your Own).

PT. OYO Rooms Indonesia atau yang dalam penulisan selanjutnya
disingkat dengan OYO adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang
bisnis jaringan dan manajemen hotel berdiri sejak tahun 2013, dan telah masuk
ke pasar Indonesia sejak awal Februari 2018. Bentuk perusahaan ini adalah PT
(Perseroan Terbuka). Usaha yang dilakukan oleh OYO adalah membangun

infrastuktur jaringan hotel dan merenovasi bangunan agar sesuai dengan



kriteria manajemen hotel OYO, serta melakukan pemasaran hotel. Dalam
bisnisnya OYO melakukan kerjasama yaitu dengan pemilik hotel atau yang
disebut sebagai pemilik properti untuk membantu mengembangkan dan

mengontrol manajemen hotel sesuai dengan standar OYO.

OYO berkerjasama dengan pemilik properti yang belum mempunyai
sistem manajemen perhotelan, yang dimana tugas OYO adalah mengontrol dan
mengembangkan  manajemen  hotel lalu  menghubungkannya dan
memasarkannya melalui aplikasi OYO agar lebih mudah diakses secara online
oleh konsumen kapan saja. Salah satu hotel yang belum mempunyai
manajemen perhotelan adalah Hotel Wisma Padati Syariah yang beralamat di

Jalan Akses Bandara, Kabupaten Padang Pariaman.

OYO tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Hotel Wisma Padati
Syariah karena hotel ini terletak ditempat yang cukup strategis namun tidak
mempunyai manajemen perhotelan dan kelayakan fasilitasnya masih sangat
minim sehingga dibutuhkan beberapa perbaikan fasilitas dan konsultasi
pemasaran dan operasional bagi hotel ini. Kerjasama tersebut dapat dilihat dari

perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan operasional.

Perjanjian merupakan aspek penting dalam melakukan kegiatan bisnis.
Dalam hukum perjanjian diatur segala kegiatan, ketentuan-ketentuan dan
peraturan agar bisnis dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, sehingga
tidak ada pihak yang dirugikan akibat berlangsungnya kegiatan bisnis tersebut.

Perjanjian diatur berdasarkan hukum menurut pasal 1313 Kitab Undang —



Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.

Salah satu pakar hukum vyaitu Sudikno Mertokusumo memberikan
pengertian tentang perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau
lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi,* artinya, pihak
yang satu memiliki suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berkewajiban
untuk memenuhi prestasi tersebut. Prestasi adalah kewajiban yang harus
dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pada Pasal 1234 Kitab Undang —
Undang Hukum Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,

untuk membuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Pada buku Il BW yang mengatur tentang perikatan menganut sistem
terbuka, karena para pihak yang terkait bebas untuk mengadakan perjanjian
dengan siapapun, menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, pada sistem
hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk, serta mekanisme yang akan
ditempuh apabila terjadi masalah dikemudian hari terkait perjanjian yang telah
disepakati.? Peristiwa ini menciptakan suatu hubungan antara dua orang atau

lebih yang telah bersepakat yang disebut dengan perjanjian.

Perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan operasional ini bergerak
dibidang jasa. Pengertian waralaba sendiri diatur dalam Pasal 1 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang

menyebutkan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh

! Firman F. Adonara, 2014, Aspek — Aspek Hukum Perikatan, Bandung, Mandar Maju,
him.3

2 Salim HS, 2014, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta, Sinar
Grafika, him.9



perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha
dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dapat
dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian

waralaba.

Kriteria waralaba adalah Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar,
Hak Kekayaan Intelektual tersebut adalah seperti hak merek, hak cipta, paten,
dan rahasia dagang. Perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan operasional
ini memuat waralaba investasi didalamnya, dimana pihak OYO memberikan
investasi kepada Hotel Wisma Padati Syariah untuk perbaikan hotelnya sesuai

standar operasional hotel.

Perumusan isi perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan operasional
antara OYO dengan salah satu pemilik properti yaitu Hotel Wisma Padati
Syariah yang beralamat di Jalan Akses Bandara, Kabupaten Padang Pariaman
dilakukan secara sepihak oleh pihak OYO. Pihak hotel sebagai pihak yang
memiliki hak atas propertinya seharusnya dapat ikut serta dalam perancangan
dan perumusan hak, kewajiban, dan peraturan dalam pembuatan surat
perjanjian sebagaimana dikatakan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang
merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas

kebebasan berkontrak, yaitu:

1. Bebas membuat jenis perjanjian apapun.
2. Bebas mengatur isinya.

3. Bebas mengatur bentuknya.



Surat perjanjian yang dibuat oleh OYO disini berbentuk perjanjian baku /
standard contact yang didalamnya telah ditentukan sendiri isi oleh pihak OYO
tanpa melibatkan pihak Hotel Wisma Padati Syariah untuk mengemukakan
pendapatnya. Singkatnya, tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian
sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak, sehingga dikatakan
perjanjian waralaba ini bersifat perjanjian baku (standar contact), dengan
demikian didalam perjanjian baku berlaku adagium “take it or leave it
contract”, maksudnya apabila setuju silahkan ambil, dan apabila tidak

tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan.

Pembuatan perjanjian kerjasama seharusnya akan membuat para pihak
merasa diuntungkan dengan adanya hubungan kerja tersebut, namun hal
tersebut dapat berubah apabila perjanjian tersebut bersifat baku. Sesuai pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa salah
satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak, namun
sebelum perjanjian tersebut dilakukan, pihak OYO telah menetapkan secara
sepihak persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak hotel yang hanya memiliki
pilihan untuk menerima dengan terpaksa atau menolaknya perjanjian tersebut.

Peristiwa diatas menyebabkan tidak terciptanya hubungan timbal balik
antara kedua belah pihak karena telah ditentukan oleh salah satu pihak saja
dalam perjanjian, hal ini menjadi suatu permasalahan yang harus diluruskan
dalam perikatan yang terjadi antara OYO dengan pemilik properti untuk lebih
lanjut memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bersifat

timbal balik. Khususnya mengenai pemenuhan prestasi yang diperjanjikan



OYO dengan Hotel Wisma Padati Syariah, dan upaya hukum apabila terjadi
wanprestasi dalam perjanjian ini.

Wanprestasi adalah tidak dipenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban
sebagaimana yang ditentukan dalam perikatan yang timbul karena perjanjian
maupun yang timbul karena undang-undang.® Untuk masalah wanprestasi
dalam perjanjian ini maka diperlukan kajian lebih dalam hingga dapat
menentukan upaya hukum dalam penyelesaian masalahnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, saya sebagai penulis akan melihat lebih
rinci tentang perjanjian ini apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan
melihat apa saja kendala atau wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian
tersebut, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk
penyelesaiannya. Disamping itu karena keberadaan OYO yang masih terbilang
baru di Sumatera Barat menjadi pertimbangan saya memilih lokasi penelitian
di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Maka dari itu penulis tertarik untuk
melakukan sebuah penelitian dalam skripsi dengan judul “PERJANJIAN
WARALABA KONSULTASI PEMASARAN DAN OPERASIONAL
ANTARA PT.OYO ROOMS INDONESIA DENGAN HOTEL WISMA

PADATI SYARIAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN”.

¥ Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Bandung, Alumni, him.20



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang diterapkan oleh PT.OYO Rooms
Indonesia dengan Hotel Wisma Padati Syariah di Kabupaten Padang
Pariaman?

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan
operasional antara PT.OYO Rooms Indonesia dengan Hotel Wisma
Padati Syariah di Kabupaten Padang Pariaman?

3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian waralaba
konsultasi pemasaran dan operasional antara PT.OYO Rooms Indonesia
dengan Hotel Wisma Padati Syariah di Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian
Penulis dalam hal ini memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian
skripsi dengan berpatokan sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain
sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bentuk perjanjian
yang diterapkan antara OYO dengan Hotel Wisma Padati Syariah di
Kabupaten Padang Pariaman.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian
waralaba konsultasi pemasaran dan operasional yang dilakukan oleh
OYO dengan Hotel Wisma Padati Syariah di Kabupaten Padang

Pariaman.



3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaiaan apabila terjadi
wanprestasi dalam perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan
operasional antara OYO dengan Hotel Wisma Padati Syariah di
Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, melatih berfikir kreatif, dan
inovatif, dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah
dipelajari.

b. Untuk memperluas cakrawala berfikir penulis serta lebih melatih
kemampuan dalam melakukan melakukan penelitian hukum dan
menuangkan dalam bentuk tulisan.

c. Untuk dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi
penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum
khususnya dalam hal perjanjian waralaba.

2. Manfaat Praktis

a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
dan pemahaman mengenai perjanjian. Hasil dari penelitian ini
juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum,
perusahaan dan masyarakat, serta dari penelitian ini diharapkan
dapat memberi masukan dan sumbang pemikiran di dalam

perkembangan hukum di Indonesia.



b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana
informasi bagi penelitian yang akan datang terkait dengan
perjanjian waralaba.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk
mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang
diperoleh dalam penelitian tersebut.

E. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah
diatas, agar dapat dipertanggungjawabkan secara validitas, adalah
menggunakan pendekatan masalah dengan cara yuridis empiris. Yuridis
empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer,
disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk
mendapatkan data sekunder. Untuk melaksanakan metode yuridis empiris

sebagaimana dimaksud diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang memberikan
data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang
ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan fakta dan tanpa adanya
rekayasa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat
memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang

objek yang diteliti.* Dalam hal ini yang berhubungan dengan aturan

* Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT.
Raja Grafindo, him.25



hukum perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan operasional antara

OYO dengan Hotel Wisma Padati Syariah di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1.

Penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang
dilakukan terhadap buku, undang-undang, dan peraturan terkait
lainnya. Penelitian ini dilakukan pada:

a) Perpustakaan pusat Universitas Andalas

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis
Penelitian Lapangan (field research), yakni penelitian yang datanya
diperoleh dengan cara melihat fakta-fakta yang terdapat dilapangan
yang dilakukan oleh penulis dilokasi penelitian yaitu di Hotel
Wisma Padati Syariah yang beralamat di Jalan Akses Bandara,

Kabupaten Padang Pariaman.

b. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1.

2.

Data Primer

Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti melalui
penelitian lapangan (field research) dan wawancara mengenai isi
perjanjian konsultasi pemasaran dan operasional antara OYO
dengan Hotel Wisma Padati Syariah di Kabupaten Padang
Pariaman.

Data Sekunder



Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian
kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat.”> Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan
dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia). Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Staatsblaad Nomor 23 Tahun
1847.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821 Tahun 1999.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2007 tentang Waralaba. Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Waralaba. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1007

Tahun 2019.

> Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, him. 194



2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder vyaitu bahan-bahan yang
memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum
sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah
berupa Buku-buku Pedoman Hukum, Karya Ilmiah, Jurnal,
Artikel, Website atau Internet serta ketentuan-ketentuan lain
yang mempunyai keterkaitan dengan objek kajian penulisan
ini.
3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini pada dasarnya bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus yang
digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan
istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan ini didapat
dari kamus hukum dan ensiklopedia, serta mencari di internet
yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan

yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah:

a. Teknik pengumpulan data primer dari penelitian ini penulis
menggunakan cara wawancara. \Wawancara atau interview yaitu
pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan

daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melalui wawancara tidak



berstruktur pada salah satu narasumber dari OYO dan pemilik Hotel
Wisma Padati Syariah terkait dengan perjanjian konsultasi pemasaran
dan operasional yang dilakukannya.
b. Teknik pengumpulan data sekunder
1) Studi Kepustakaan
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari bahan-
bahan dari buku dan juga peraturan-peraturan yang berhubungan
dengan tujuan penelitian.
2) Studi Dokumen
Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan
memahami dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah
yang akan penulis teliti disertai dengan peraturan-peraturan yang
sesuai dengan materi dan objek penelitian.
4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Data yang diperoleh dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu
dengan cara melakukan koreksi terhadap data yang didapat baik itu
temuan-temuan dilapangan maupun data-data yang berasal dari buku
maupun aturan-aturan hukum. Data yang diperoleh akan diolah dengan
cara editing, yaitu meneliti kembali dan mengoreksi hasil penelitian
sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.
b. Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan

maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis



dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis

data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari

penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Analisis itu

akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi

kepustakaan, analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan

secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan memberikan solusi

dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk lebih memudahkan pemahaman dalam

tulisan ini, maka secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan

diuraikan dalam tulisan ini sebagai berikut:
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BAB Il

BAB 111

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian, sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori yang
berisi tentang perjanjian waralaba yang diterapkan oleh OYO
selaku perusahaan jaringan hotel online dengan Hotel Wisma
Padati Syariah di Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari sudut
pandang hukum di Indonesia.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan

tentang bentuk perjanjian yang dilakukan antara OYO dengan



BAB IV

Hotel Wisma Padati Syariah, pembahasan pelaksanaan perjanjian
waralaba, serta penyelesaian masalah wanprestasi pada perjanjian

ini.

: PENUTUP

Pada bab ini ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian
yang dilakukan, serta diberikan beberapa saran oleh penulis

mengenai permasalahan yang diteliti.



